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KEFUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR :  foo.duf i [ 0ie2uen finr [Vill- dons

TENTANG
PEMBLERIAN LIIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK GMIM FERAT TATENGESAN
DESA TATENGESAN KEC. PUSOMAEN
WABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPFALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
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Memperhatikan &
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WABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Balwi pendidikan merupakan tangpung jawab bersama antara kéluarga, masyarakat dan

pamerintah;

Eabwa dengan dipenuhinys ketentuan dan persyaratan scbagmmm‘lay ang telzh ditetapkan

pacli iin operasional;

Bahwa Kepala Dinas Pendidikan "emuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara

beranggungjawab atas pembinain secara teratur dan terus- mMEnerus tentang peran dan

tangpungjawab Sekolah/Badan penyelenggara, :

Bahwa mengingat hal tersebut pada butir & b dan ¢ di ata.s perlu 'menetapkan pemberian

Ljin perasional kepada PAUD TK GMIM FERAT Diesa TATENGESAN Kecamatan

PUSOMAEN  dalam lingkungan Dings Pendidikan Pemuda dén Olahraga Kabupaten

Mlinahasa Tenggara,

Unehing-undang Nomaor 4 Tahun 1879 lenlang Kcseu‘mterm &na-_ﬁ

Unding-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Unidnng-undang Nomer 20 Tahon 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undung-undang Nomot 5 Tahun 2007 tentang Pmﬁ_hmmh&n_ Kabupaten Minahasa
Penppara di Propinsi Sulawes: Ulara :

Undang-undang Womor 17 Tahun 2007 Tentang rencanad: PPem! :ﬂnbumn Jangka Panjang

Mastanal Tahun 2004-2025.

Lindang-undang Nemor ;23 Tehun 2074 Tentang Pemerintah Dederat.

Peraiuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standar Masional Pendidikan

Ferniuran Pemerintah Namar 17 Tuhue 2010 rentang Penggelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaima telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:

Pergtwran Permenntah Momor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolabh Arau

Mlacirazaki; .

dapsturan Presiden Nomaor 24 Talwn 2010 tentang  kedudukan, tpas dan fungs:

Fementerian Negara serta susanan organisasi, tugas, dan fungsi- Eselon 1 lementenan

Mewara, sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomar 67 Tahun 2010,

Kepniusan Menteri Pendidikan Masional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor .

G133/198 1 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Penpgawasan Masyarakat;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiongl Nowmor 16 Fahut 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Gur; :

Boraturan Menteri Pendidikan MNasiona] Nomor 36 Tabun 2010 wntang Grpanisasi dan Tata

Eera Kementerian Pendidikan Nasional, 4

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 rentang Standar Pendidikan

Anak Uisia [ind,

Pedoman wmum pelaksanaan progeam Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan
Infurmal,

Flasil telaah aias beckas Punmohonan Lembaga Nomor 49ahFT I'ThAs 11-2015 dan svaluasi
kelavakan untuk [jin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.
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Temfusan Yth :

1 Bupati Minahasa Tenggara di Ratahar (Sebagai laporan),
Wakil Hupan Minahasa Tenggara oJf Raichan frebagan fogiran);
Kewa DPRD Kabupaten Minghasa Tenggara of Rulcalin,
Sebretaris Dacrah Kabupaten Minahasa Tesgzgsara of Rotabin,
Pirejon PAUDNT KEMENDIR UL B di dalkarte:
Kepala Balithany KFEMENDIKBULD R b Jukarie,
Kepala Dings Perndiaikan Nosiomal Provivss Slowesi Lltearcn efi Mo
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MEMUTLSKAN
memberikan ljin Operasional kepada :

Nama Lenghap . FRIDA NITA WAHONGAN, 5.Pd

Nama Lembaga . PAUDTK GMIM FERAT TATENGESAN
Alamat . DESA TATENGESAN

Kecamatan :  PUSOMAEN

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

ljin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai

tanggal 05 Agustus 2015,

Pemegang [jin berkewajibun ;

13, Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nenlormal dan Informal dengan
penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungei sosialnya terhadap masyarikat;

7). Agar melaksanakan kegiatan sesuzi dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan
K.ehudayaan Republik indenesia serta Undang-undang yang berlaku;

3}, Memberikan Laporan secara berkala kepada Dhinas Pendidiken Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Minahasa Tenggura;

4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka [jin
Operasional akan di cabut.

Hal-hal yang beluim diatur dalam keputiusan i akan diatur dalan ketentuan rersendiri;

Keputusan ini berlaku sejak tangal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyara dikemudian hart

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di © Ratahan

Pada Tangoal . ¢+ 05 Apustus 2015

__KEPALA DINAS,

T NTP. 196606291987)31008




